
GUBERNT]R LAMPUNG
KEPUTUSAN GI'BERIYUR LAMPT'I{G
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TEI{TANG

HASIL TTIALUASI RAI{CAI{GAIT PERATI,'RAI{ DAIRAH
KOTA BANDAR LAJUPI'ITG TENTAITG PERT'BAIIAIT ANGGARAIT PEI{DAPATAN

DAN BELAITJA DAERAII TATIT'I| AI{GGARAT 2Oi'1 DAIT RAI{CAITGAIT
PERATURAIT WALIKOTA BANDAR I,A.MPUITG TEI{TAITG PEII.IABARAN

PERUBAIIAN AITGGARAI{ PENDAPATAN DA.!T BEI"AI{JA DAERAII
TAHT'N AI{GGARAN 2021

Menimbang

GT'BERITT'R LI\UPUIIG,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat I Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Ke{a dan
Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Kota Bandar Lampung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus
dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Walikota;

b. bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di
atas dilakukan untuk menguji kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum,
Perubahan Rencana Ke{a Pemerintah Daerah, Perubahan
Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Perubahan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur la-mpung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Bandar la.mpung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l d,an
Rancangan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O (Lembaran Neglra
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor L34, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

Mengingat
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
43S5)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahurr 2O2O (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Talrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ke{a, (l,embaran Negara Republik Indonesia Ta}run 2020 Nomor
245, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2OlA tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol8 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahart kmbaran Negara
Republik Irrdonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk
Penanganan Pandemi Corona Vins Dtsea.se 2O19 (COWD-19)
dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan
Perekonornian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Serta Penyelematan Ekonomi Nasional sebagaimqn4 telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021, (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2Ol9 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 1 I 14);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9 tentang
KlasiIikasi, Kodelikasi, Dal Nomenklatur perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Oaerai
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 888);
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan BeLanja Daerah, (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2O2l tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun
2018 tentang Pelaporan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 397);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 IPMK.OT 12021 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dal Dana Desa Tahun Anggaran
2O2l dalam rangka mendukung Pandemi Corona Covid Disease
2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 149); Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan
Nomenklatur Perencanaan Pembang"rnan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1447
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 94 Tahun 2O2l);

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALIKOTA BANDAR L.AMPUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan Rancangan peraturan
Walikota Bandar Lampung tentang penjabaran perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam l^ampiran Keputusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan :

XESATU :
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Walikota bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan
hasil evaluasi. sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan
menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menjadi Peraturan Daerah setelah memperoleh Nomor Register
dari Gubernur dan Walikota menetapkan Rancangan Peraturan
Walikota Bandar ta.mpung tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menjadi Peraturan Walikota paling lama 7 (tujuh) hari terhitung
sejak diterimanya Keputusan ini.

Da-lam hal Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD Kota Bandar
l,ampung, dan Walikota Bandar l,ampung menetapkan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi
Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota Bandar
l,ampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l menjadi Peraturan
Walikota Bandar Lampung, Gubernur mengusulkan kepada
Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/ atau
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Walikota Baldar Lampung segera menyampaikan Peraturan
Daerah Kota Bandar l,ampung tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2l dan
Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
I-ampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkar.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal h_ t ot g- 4 t/
GT'BERITUR LIIMPI'NG

ARINAI, DJUI{AIDI

Tembusanr:
1. Menteri Dala-m Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3' Kepa.la Badan PeEeriksa Keua[gan Republik Indooesia Perwakilan provinsi Laopung di Telukbetung;4. Inspektur Provinsi lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah provinsi Lalnpung di Telukbetung;
6. Pinpinan DPRD Kota Barldar Lampung di Banda.r r ^,"puig.
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